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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses penanganan perkara pidana pada tahap Penyidikan merupakan salah 

satu proses awal dalam penanganan perkara tindak pidana. Penyidikan dilakukan 

oleh seorang Penyidik yang mana menurut Pasal 1 angkat 1 KUHAP  yang 

dimaksud dengan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan Penyidikan”.1 Adapun pembagian atau penggolongan 

pejabat Penyidik adalah sebagai berikut :2 

1. Pejabat Penyidik Polri, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu 

instansi yang berwenang melakukan Penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara 

yang dibagi atas dua yaitu : 

a) Pejabat Penyidik penuh ; 

b) Penyidik pembantu ; 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pegawai 

Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik dimana 

dasar wewenang yang dimiliki terseut bersumber dari ketentuan undang-

                                                             
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 

76).  
2 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang 

Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 110. 
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undang pidana khusus yang pengaturan kewenangan dalam melakukan 

Penyidikan tersebut diatur dalam salah satu pasal khusus. 

 Dalam undang-undang Kejaksaan diatur secara khusus mengenai tugas dan 

kewenangan jaksa selain melakukan penuntutan, salah satunya melakukan 

Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.3 

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada 

undang-undang tertentu dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa dan pejabat Penyidik 

yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.4 

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka 

terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini.5 dengan 

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga dengan mengacu pada penjelasan ketentuan 

peraturan pasal-pasal diatas telah cukup jelas menunjukkan bahwa kewenangan 

jaksa sebagai Penyidik dalam melakukan Penyidikan perkara tindak pidana 

khususnya tindak pidana korupsi telah mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang 

sah.  

                                                             
3 Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Nomor 67). 

4 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983, Nomor 36). 
5 Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, 

Nomor 76). 
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Kegiatan pokok dalam Penyidikan juga dapat digolongkan sebagai berikut :6 

1.  Pencarian dan pengumpulan bahan keterangan ataupun penyelidikan; 

2.  Penindakan, yang terdiri atas;  

a. Pemanggilan, 

b. Penangkapan, 

c. Penahanan, 

d. Penggeledahan, 

e. Penyitaan, 

3.  Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli maupun Tersangka, 

4.  Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara, meliputi; 

a. Pembuatan Resume, 

b. Penyusunan Berkas Perkara, 

c. Dukungan Teknis Penyidikan, 

d. Administrasi Penyidikan. 

Seiring dengan tren perkembangan hukum dan teknologi di era modern yang 

semakin maju dan berkembang pesat, secara otomatis hal tersebut juga 

mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap modus operandi dan 

polarisasi kejahatan khususnya tindak pidana korupsi yang kian hari semakin 

canggih, terstruktur dan terorganisir sehingga kadangkala dalam pengungkapan dan 

penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menyulitkan aparat penegak 

hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan dari si pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan hingga sampai saat ini persoalan korupsi 

                                                             
6 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1996), hlm.23. 
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masih menjadi isu yang krusial dan problematika yang sulit diatasi oleh negara 

Indonesia. 

Korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang 

luar biasa (Extra Ordinary Crime) karena akibat yang ditimbulkan begitu besarnya 

bagi kehidupan manusia dan dari dampak yang ditimbulkannya tersebut adalah 

makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri.7 Tindak Pidana Korupsi secara 

tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikelompokkan mengenai tindak pidana 

korupsi ke dalam beberapa rumusan delik antara lain sebagai berikut :8 

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

2.  Kelompok delik penyuapan, baik active omkomping (yang menyuap) 

maupun passive omkomping (yang disuap) termasuk gratifikasi, vide Pasal 

5, 6, 11, 12b, 12c. 

3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan vide Pasal 8, 9, 10. 

4. Kelompok delik pemerasandalam jabatan, Pasal 12. 

5.  Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan 

rekanan, Pasal 12 i. 

Beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai 

berikut : 

                                                             
7 Korupsi adalah kejahatan yang tidak disebut dalam KUHP. Lihat Michael R. Purba. 

Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Widyatama, 2009), hlm. 98. Sedangkan extra 

ordinary sendiri mengandung arti luar biasa. Lihat John M. Echol dan Hassan Syadily, Kamus 

Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.227. 
8 Robert Klitgaart, Membasmi Korupsi (Terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2005), hlm.47. 
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1.  Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang makin hari makin meningkat; 

2.  Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif 

terhadap perbuatan korupsi; 

3.  Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien; 

4.  Pengaruh adanya modernisasi karena modernisasi membawa perubahan-

perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan 

kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.9 

Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi melibatkan pihak-pihak 

upper economic class (para konglomerat) dan para upper power class (pejabat 

tinggi negara) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan 

ekonomi kelompok tertentu, akhirnya menimbulkan korupsi kelembagaan atau 

sistemik sebagai salah satu objek kriminalisasi tersebut.10 

 Pesatnya perkembangan kasus atau perkara tindak pidana korupsi yang terjadi 

hampir pada setiap bidang kehidupan, maka dilakukan penandatanganan 

Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus, Kepala 

Badan Reserse Kriminal Polri, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) tentang pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi meliputi :11 

1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa; 

2. Sektor Keuangan dan PerBankan; 

                                                             
9 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia, 

1991), hlm.16. 
10 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 

hlm.84. 
11 Maria Natalia, “10 Area Rawan Korupsi Yang Perlu Diawasi” www.kompas.com, 

diakses pada 20 Januari 2022. 

http://www.kompas.com/
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3. Sektor Perpajakan; 

4. Sektor Minyak dan Gas; 

5. Sektor BUMN dan BUMD; 

6. Sektor Kepabeanan; 

7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P; 

8. Sektor Aset Negara/Daerah; 

9. Sektor Pertambangan; 

10. Sektor Pelayanan Umum; 

  Berkenaan dengan area rawan korupsi pada sektor keuangan dan perBankan 

sebagaimana disebutkan diatas  dalam pengungkapan dan penanganan perkara 

tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani oleh kejaksaan ditemukan berbagai 

modus operandi antara lain pemberian fasilitas kredit pada Bank konvensional 

maupun Bank syariah yang melanggar ketentuan prudential Banking principles saat 

melakukan analisis kredit, kemudian adanya intervensi dari pejabat daerah sebagai 

pemegang saham dalam meloloskan fasilitas kredit yang diajukan debitur, 

pemindahan dana yang tersimpan dalam rekening Bank daerah ke rekening Bank 

tertentu lainnya dengan mendapatkan success fee.12 

 Terkait penindakan dalam hal penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi erat 

kaitannya dengan Tindak Pidana PerBankan. Tindak pidana di bidang perBankan 

merupakan tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi 

biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan di 

bidang perbankan dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

                                                             
12 Ibid. 



 
 
 

7 
 

  

adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 

ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.13 

 Pada penulisan tesis ini, penulis membahas mengenai Penyidikan yang 

dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih dugaan kasus tindak pidana 

korupsi dalam pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada salah 

satu Bank Badan Usaha Milik Negara di Prabumulih. Penyidikan Tindak Pidana 

Korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan 

dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK 

Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam 

Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Tindakan Penyidikan dan nantinya sekaligus 

penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Bantuan Fasilitas 

Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang 

Prabumulihkepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 

2019 yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) selaku Account Officer (AO) 

/ Relationship Manager (RM) pada Bank BRI Cabang Prabumulihdan Direktur PT. 

Khazanah Darussalam Indah (KDI) telah menjerat perbuatan pelaku dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dijeratnya pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh 

Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulihtentunya didasari pada pertimbangan 

yuridis, di mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi 

                                                             
13 Hermansyah. Hukum PerBankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Prenada Kencana Media 

Group, 2014), hlm.158.  
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yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Dalam kasus tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang berperan besar dalam 

Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi, 

yaitu keputusan seorang pemutus kredit dan tindakan pemrakarsa kredit selaku 

Pejabat Kredit lini dalam memberikan fasilitas kredit merupakan hal yang penting 

sebab hal tersebut akan mempengaruhi proses berlangsungnya kredit yang diajukan 

oleh nasabah serta keberadaan Bank tersebut sebagai Bank yang dapat dipercaya 

masyarakat untuk mendapatkan kredit yang bersih dan sesuai dengan prosedur. 

Oleh karenanya, seorang pemrakarsa kredit dan pemutus kredit harus 

mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan pemberian kredit kepada 

nasabah. Akan tetapi, pada perkara tersebut Tindakan pemrakarsa dan pemutus 

kredit yang tidak berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit konstruksi telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika membicarakan aspek kerugian dalam 

perkara tersebut, maka kerugian tertuju kepada negara sebab adanya penyertaan 

modal menggunakan anggaran dari negara yakni Bank yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara. 

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Bantuan Fasilitas 

Kredit oleh Bank BRI Cabang Kota Prabumulihkepada PT. Khazanah Darussalam 

Indah (KDI) ini diawali pada kurun waktu tahun 2017-2019 PT. Khazanah 

Darussalam Indah (KDI) diwakili oleh tersangka Ibrahim Hamid, suami dari Hj. 

Sofiah selaku Direktur PT. KDI mendapatkan Bantuan Pinjaman Kredit Modal 

Kerja Konstruksi / KMK Konstruksi dari Bank BRI Cabang Prabumulihyang dalam 
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pemberian fasilitas kredit tersebut diprakarsai oleh tersangka Ferry Dwinanto 

selaku Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) pada Bank BRI Cabang 

Prabumulih. Dalam pengajuan permohonan kredit tersebut PT. KDI menggunakan 

agunan pokok sebagai jaminan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Proyek 

pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP 

DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulihdengan 

nilai anggaran Rp. 9.899.989.000,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh 

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan proyek pekerjaan 

penyisipan Trunkline 8” Booster Serdang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 

2 Field Adera, dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp. 3.329.000.000,- (Tiga 

milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang seluruhnya atas nama PT. 

Culamega Perkasa dan bukan atas nama debitur dan guna memenuhi kelengkapan 

persyaratan kredit maka dibuatlah akta kuasa direktur dari PT. Culamega Perkasa 

kepada PT. KDI untuk melaksanakan kedua pekerjaan tersebut yang seolah-olah 

pemberian kuasa tersebut dilakukan atas ijin dan sepengetahuan dari bouwheer / 

pemberi proyek padahal diketahui senyatanya pemberi proyek sama sekali tidak 

pernah mengetahui dan mengizinkan hal itu dikarenakan akta kuasa direktur 

tersebut dibuat hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau dapat 

dikatakan debitur hanya pinjam pakai bendera perusahaan untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. 

Tindakan Penyidikan sendiri merupakan salah satu tahap dalam proses 

penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan 

pidana, oleh karena itu proses Penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap 
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kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai 

peristiwa yang terjadi.14 Oleh karena itu, dalam hal suatu perkara dugaan Tindak 

Pidana Korupsi manakala bersinggungan dengan Tindak Pidana PerBankan maka 

profesionalitas Penyidik menjadi penting terutama Penyidik Tindak Pidana Korupsi 

dari Instansi Kejaksaan yang mempunyai kewenangan satu atap yaitu kewenangan 

melakukan Penyidikan dan kewenangan untuk melakukan Penuntutan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Penyidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak 

Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal 

Kerja Konstruksi Pada Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja 

Konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di PrabumulihTerhadap Debitur 

Dengan Mengedepankan Prinsip Kehati-Hatian Bank? 

3. Bagaimana Konsep Pengaturan Ideal Dimasa Mendatang Mengenai 

Penyidikan Yang Dilakukan Jaksa Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana 

Korupsi Di Sektor Perbankan? 

 

 

                                                             
14 Lintang Tesalonika Natalia Luntungan. “Kewenangan Jaksa Dalam Menyidik Tindak 

Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen 2, Nomor 2 (April 2021), hlm78-94. 
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C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses Penyidikan dalam 

perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tindakan pemberian bantuan 

fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN di 

Kota Prabumulih. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur pemberian kredit 

modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih 

terhadap debitur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank. 

3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana 

mengenai pengaturan pemberian modal kerja konstrksi oleh Bank Badan 

Usaha Milik Negara di masa mendatang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain sebagai berikut.  

a. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para 

akademisi hukum;  

b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu 

hukum serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang; 

c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum 

secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para 

praktisi hukum yang terlibat (stakeholders) dan berkepentingan dalam 

menerapkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika, 

yaitu: 

a. Pembuat Undang-undang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru mengenai 

pemberian modal kerja konstrksi oleh Bank Badan Usaha Milik 

Negara. 

b. Kejaksaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif 

dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan 

wewenangnya yang berkaitan dengan Penyidikan kasus dugaan 

korupsi pemberian modal kerja konstrksi oleh Bank Badan 

Usaha Milik Negara. 

c. Lembaga Peradilan 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan 

pertimbangan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara mengenai dugaan korupsi pemberian modal 

kerja konstrksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara dan dapat 

dijadikan yurisprdensi. 
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d. Masyarakat 

Masyarakat ialah salah satu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari sistem peradilan pidana (criminal justice 

system). Masyarakat khususnya pelaku usaha diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran serta wawasan mengenai dugaan 

korupsi pemberian modal kerja konstrksi oleh Bank Badan 

Usaha Milik Negara. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.15 

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan 

menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory. Adapun teori-

teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah : 

1. Grand Theory 

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle range 

theory dan apllied theory ) yang akan digunakan dalam penelitian.16 Grand theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

                                                             
15 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 53. 
16 Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. (Jakarta: Kencana, 2003), 

hlm. 41. 
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sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” 

yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan 

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 

keadilan.17  

Kepastian adalah mengenai suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan 

yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum 

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya 

bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.18 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

                                                             
17Dominikus Rato,. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.  
18 Ibid. 
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masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.19 

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan 

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. 

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang 

buruk.20 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.21 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

                                                             
19 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158. 
20 C.S.T. Kansil, dkk. Kamus Istilah Hukum. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385. 
21 Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 

hlm.23.  
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melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.22  

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi 

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa 

keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga 

demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.23 

Jika dikaitkan antara Teori Kepastian Hukum dengan kajian permasalahan 

objek penelitian yaitu Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi 

dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu 

Bank BUMN di Kota Prabumulihmaka seringkali kita lihat dalam penanganan 

perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi rentan mengalami pengaruh serta 

upaya-upaya dari pihak yang kepentingannya terganggu untuk berusaha 

                                                             
22 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). (Jakarta: 

Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.  
23 Ibid, hlm 95. 
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melemahkan penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi 

sehingga apabila tidak diantisipasi gangguan atau serangan yang menghambat 

proses penegakan hukum tersebut maka nantinya akan menjadi kontra produktif 

terhadap proses penegakan hukum yang mengarah pada jaminan kepastian hukum. 

2. Middle range theory  

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana. 

 Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk 

menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu dan 

mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan peradilan pidana 

adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan 

mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera 

kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir 

dua kali sebelum melakukan kejahatan.24 

 Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar 

pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan 

segenap unsur yang terlbat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 

berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem peradilan 

                                                             
24Abdussalam dan DPM Sitompul. Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Restu Agung, 2010), 

hlm. 23. 



 
 
 

18 
 

  

pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana.25 

 Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan 

(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, 

baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan 

pidana.26 Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam 

kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya 

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.27 

  Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai 

pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana 

dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara 

peraturan perundang- undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku 

sosial.28 

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :29 

a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban. 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana. 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya.  

                                                             
25 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan 

Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), (Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas 
Indonesia, 1993), hlm12. 

26Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995), hlm. 18. 
27 Ibid, hlm. 20. 
28Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif 

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 14.  
29 Ibid, hlm. 15. 
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 Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement 

(Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan 

bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen 

sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai 

kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, 

terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan.30 

3. Applied theory  

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum 

tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut 

Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum 

yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga 

peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga 

hukum.31Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan 

hukum, teori pembuktian dan teori efektivitas hukum. 

a. Teori Penegakan Hukum  

Sudarto memberikan pengertian tentang penegakan hukum adalah perhatian 

dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-

sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang 

mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).32 Penegakan hukum secara 

                                                             
30 Ibid. 

31 Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 

hlm. 153. 
32 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 32.  
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konsepsional merupakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.33  

Penegakan hukum sebagai suatu proses, secara fundamental merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dan pada 

hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). 

Oleh sebab itu penegakan hukum dimaknai bukanlah semata-mata hanya sebagai 

pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 

Soerjono Soekanto mengungkapkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum antara lain sebagai berikut :34 

1) Faktor hukumnya sendiri; 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup;  

                                                             
33 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1983), hlm. 5. 
34 Ibid, hlm.6. 
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Dari kelima faktor tersebut diatas menunjukkan adanya saling keterkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, mengingat bahwa kelimanya merupakan esensi 

dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan 

hukum di Indonesia. Kemudian pada sisi lain eksistensi dari faktor-faktor tersebut 

juga dapat mempengaruhi penegakan hukum secara positif dan negatif. Namun dari 

keseluruhan faktor tersebut diatas, faktor yang menjadi titik fokus dan paling sentral 

adalah penegak hukum itu sendiri. Hal itu dikarenakan penerapan undang-undang 

atau peraturan berada dibawah tanggung jawab penegak hukum, sementara para 

penegak hukum tersebut dimata masyarakat masih dianggap sebagai panutan 

hukum.  

Berbeda pandangan dari Joseph Goldstein yang mengklasifikasikan 

penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :35 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 

acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih 

dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht 

                                                             
35 Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Undip, 1995), hlm. 9. 
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delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no 

enforcement; 

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal; 

3. Actual enforcement, penegakan hukum ini dianggap not a realistic 

expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk 

waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan 

sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.  

Pada prinsipnya penegakan hukum memiliki sifat yang sistemik dimana 

dalam perwujudannya penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub 

sistem struktural berupa instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. 

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi antara 

lain :36 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) 

yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-

nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana; 

                                                             
36 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21. 
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2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative 

system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum 

yang merupakan sub sistem peradilan diatas; 

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam 

arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan 

pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. 

Berkenaan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan 

keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku 

sosial.  

Friedmann berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya proses penegakan 

hukum bergantung pada 3 (tiga) hal yakni :37 

1. Substansi hukum  

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan 

aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan; 

2. Struktur hukum 

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta 

aparatnya mencakup: Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan 

dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para 

pengacaranya, Pengadilan dengan para hakimnya. 

                                                             
37 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum. (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2001), hlm. 25. 
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3. Budaya hukum 

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir, dan cara bertindak 

baik dari para penegak hukum maupun dari para masyarakat. Substansi 

dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh 

karenanya, Friedmann menekankan pentingnya budaya hukum (legal 

culture).  

Penegakan hukum pada dasarnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya 

guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga 

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. 

Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna 

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil 

(secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang 

demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, 

yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa 

menghiraukan apakah hukum itu berlaku adil atau tidak.  

Di Indonesia, penegakan hukum (law enforcement) adalah istilah yang tidak 

asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan 

hukum (acara) pidana. Tak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak 

samar-samar. Selain itu penegakan hukum juga bermakna sebagai penerapan 

hukum (acara) pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, 

penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice 

system) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas 

menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini mengartikan bahwa penegakan 
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hukum sebagai suatu proses harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari 

proses penyelidikan dan Penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan 

pendahuluan, penuntutatn dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga 

pemasyarakatan.38 

 Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia 

agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan dimana 

pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi 

juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan 

dan dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan, 

yaitu :39 

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan 

dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. 

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku karena pada dasarnya 

tidak boleh menyimpang sebagaimana adanya adagium yang 

mengatakan “fiat justitia et pereat mundus” yang artinya “meskipun 

langit runtuh, hukum harus ditegakkan”. Itulah yang diinginkan oleh 

kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang 

akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;  

                                                             
38 Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks 

Penegakan Hukum di Indonesia. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 69-70.  
39 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145. 
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2. Manfaat (zweckmassigkeit)  

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat dan bukan justru sebaliknya karena hukum tersebut 

dilaksanakan atau ditegakkan maka menimbulkan keresahan di dalam 

masyarakat.  

3. Keadilan (gerechtigkeit)   

Bahwa masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum harus memperhatikan keadilan atau dengan kata lain 

dalam penegakan hukum haruslah adil. Hukum tidak identik dengan 

keadilan dan hukum itu bersifat umum artinya mengikat setiap orang dan 

bersifat menyamaratakan. Sebagai contoh misalnya: Barang siapa yang 

mencuri harus dihukum maka siapa yang mencuri tersebut harus 

dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri sebaliknya begitu 

bahwa keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan. 

Lebih jauh berbicara mengenai penegakan hukum, kedudukan kejaksaan 

sebagai Lembaga penegak hukum yang memiliki dual functions dalam penanganan 

perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, yakni sebagai Penyidik 

sekaligus sebagai Penuntut Umum, menempatkan kejaksaan dalam peran strategis 

untuk menentukan kecepatan, ketepatan, dan tingkat keberhasilan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu peran ganda kejaksaan 
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sebagai Penyidik dan Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi harus 

dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, professional dan menjunjung 

tinggi hati nurani, mengingat tujuan dari penegakan hukum bukan sekedar 

mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melainkan juga mewujudkan 

kemanfaatan hukum.40 

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab isu hukum 

mengenai pelaksanaan proses Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana 

korupsi dalam tindakan pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi 

pada salah satu Bank BUMN di Kota Prabumulih. 

b. Teori Pembuktian 

Teori pembuktian ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian dalam hukum 

pidana.41 Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari 

berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu 

kesatuan yang utuh.42 

Bahwa teori pembuktian yang diatur dalam sistem peradilan pidana (hukum 

positif) di Indonesia baik dalam HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang 

lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan 

undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat dilihat pada 

                                                             
40 R. Widyo Pramono. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif 

Jaksa dan Guru Besar. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 157.  
41 Alfitria. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di 

Indonesia. (Jakarta: Swadaya Gorup, 2011), hlm.28. 
42 Adhami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Alumni, 

2008), hlm 24.  
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ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang dahulunya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 

294 HIR.  

Berkaitan dengan pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. 

Secara mendalam mengenai konteks pembuktian di dalam KUHAP memang tidak 

dijelaskan, hanya saja didalam pasal 183 KUHAP telah mengatur perihal tentang, 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-

kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) 

KUHAP menjelaskan tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, antara 

lain yaitu :  

1) Keterangan saksi;  

2) Keterangan ahli;  

3) Surat;  

4) Petunjuk; dan  

5) Keterangan terdakwa. 

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi 

pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang 

pengadilan, yaitu :43 

                                                             
43 Hendar Soetarna. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. (Bandung: Alumni, 2011), 

hlm.39-41.  
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1. Teori pembuktian conviction intime
 
atau teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan Hakim semata-mata. Teori ini hanya mengandalkan keyakinan 

Hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak 

adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan Hakim.
 
Selain 

itu, Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada 

kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta 

cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada 

sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan 

hukum yang sewenang-wenangSelain itu, Hakim juga manusia biasa dan 

bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang 

harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk 

keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar 

untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan 

bertumpu pada alasan keyakinan Hakim. Praktik dari teori ini tidak lagi 

dipergunakan oleh Hakim di Indonesia, karena dibatasi oleh ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. 

2. Teori pembuktian conviction rasionnee44 
atau teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pada 

teori ini tetap menggunakan keyakinan Hakim, namun dibatasi dengan 

alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan Hakim tersebut 

                                                             
44 Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2007), hlm 187  
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didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu 

kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu. 

3. Teori pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie atau teori pembuktian 

yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh 

undang-undang secara positif. Teori ini merupakan pembuktian berdasarkan 

alat bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan 

menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam 

undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah 

cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul 

keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan 

kata lain, keyakinan Hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada 

tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan Hakim harus dihindari dan tidak 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan 

seseorang. Teori ini hanya bertumpu pada alat bukti sebagaimana yang telah 

ditetapkan di dalam Undang-Undang tanpa melibatkan keyakinan Hakim. 

Menurut Adhami Chazawi. Teori ini sama sekali mengabaikan perasaan hati 

nurani Hakim, di mana Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti 

robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui Undang-Undang. 

4. Teori pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam 

Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah Hakim dalam 

membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang 

dicantumkan di dalam Undang-Undang juga dapat mempergunakan 
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keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem 

pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian 

menurut keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut 

pembuktian berganda (doubelen grondslag).
 
artinya bahwa salah tidaknya 

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan 

kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.  

Teori pembuktian digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai 

pelaksanaan prosedur dan mekanisme pemberian kredit modal kerja konstruksi pada 

salah satu Bank BUMN Di Prabumulihterhadap debitur dengan mengedepankan 

prinsip kehati-hatian Bank. 

c. Teori Politik Hukum Pidana 

Politik hukum pidana disebut juga sebagai kebijakan hukum pidana/ penal 

policy. Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan 

peraturan perundang-undangan.45 Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti 

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. 

Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang 

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang 

disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing 

                                                             
45Dardji Darmodihardjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.157. 
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authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana 

yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.46 

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang 

lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah 

politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal 

law policy atau strafrecht politiek.47 Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal 

policy) menurut Marc Ancel, penalpolicy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang 

pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya 

kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan 

undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.48 

Menurut A. Murder, strafrechts politiek adalah garis kebijakan untuk 

menentukan :49 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan 

diperbaharui; 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 

c. Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan. 

                                                             
46Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 

Pidana Penjara, (Semarang: Univeritas Diponegoro, 1994), hlm. 56.  
47Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 26. 
48Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid. 
49A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan 

dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 3.  
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Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, 

penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang.50 Sudarto juga menyatakan, bahwa 

menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.51 Esensi teori kebijakan pidana yang 

dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa 

luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (penal policy), yang secara 

sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif 

(aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).52 Teori kebijakan hukum pidana 

digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai konsep 

ideal  Penyidikan Yang Dilakukan Jaksa Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana 

Korupsi Di Sektor Perbankan di masa medatang.  

F. Definisi Konseptual 

Defenisi konsep lebih menggambarkan hubungan antara dua konsep khusus 

yang ingin diteliti. Pada umumnya, mengedepankan definisi yang ada dari suatu 

permasalahan atau dengan kata lain konsep ini merupakan uraian mengenai 

hubungan dalam fakta tersebut.  

 

                                                             
50Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan 

Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 9. 
51Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 19. 
52Ibid.   
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1. Penyidikan  

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.53 

2. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud 

untuk melakukan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak 

lain secara salah menggunakan jabatan nya atau karakter nya untuk mendapat kan 

suatu keuntungan untuk diri nya sendiri atau orang lain berlawanan dengan 

kewajiban nya dan hak-hak dari pihak lain.54 

3. Kredit Modal Kerja 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang 

habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus 

seperti untuk membiayai inventory / piutang / proyek atau kebutuhan khusus 

lainnya.55 

 

 

                                                             
53 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, 

Nomor 76).  
54 Evi Hartati. Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.10. 

55 Bank Rakyat Indonesia, “Kredit Modal Kerja” www.bri.co.id, diakses pada 19 Januari 

2022. 

http://www.bri.co.id/
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4. Bank Badan Usaha Milik Negara 

Bank Badan Usaha Milik Negara adalah bank umum yang sebagian besar 

modalnya berasal dari pemerintah. Meskipun kepemilikan saham Bank Badan 

Umum Milik Negara terbuka untuk publik, persentase kepemilikannya lebih besar 

ke pemerintah.56 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian dalam tesis ini antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat 

hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu 

lingkungan masyarakat.57 Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah 

penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan 

penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta 

yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.58  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan 

hukum yang menjadi fokus penelitian.59 Pendekatan ini digunakan untuk 

                                                             
56 Andrew Shandy Utama. “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”, Soumatra Law Review 1, No.1 

(Mei 2018), hlm.1-21. 
57 P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm. 60. 
58 Ibid.  
59 Ibid., hlm. 62. 
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memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai prosedur mediasi 

di Pengadilan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang 

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang 

Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.60 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti 

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.61 

c. Pendekatan Sosiologi (Sociologycal Approach) 

Pendekatan kemasyarakatan adalah pendekatan yang berfokus pada adanya 

sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada 

perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial.62 Pendekatan kemasyarakatan 

merupakan sudut pandang yang digunakan orang atau masyarakat dalam 

memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini digunakan sebagai alat dalam menggali 

                                                             
60 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), hlm. 93. 
61 Ibid., hlm. 95. 
62 Soetandyo Wignyosoebroto. Hukum dan Metode-Metode Kajiannya. (Jakarta: BPHN, 

1990), hlm. 20. 
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keinginan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mengetahui akar 

permasalahan, sehingga bisa dijadikan alat untuk penyelesaian masalah.63 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. 

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang 

dilakukan melalui observasi termasuk dokumentasi foto hasil obervasi, wawancara, 

dan alat lainnya.64 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

bahan hukum tertier65, masing-masing yaitu : 

a. Data hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat66, yang 

terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209). 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182, TLN 

No. 3790) 

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874). 

                                                             
63 Ibid. 
64 P. Joko Subagyo, Op. Cit., hlm. 87. 
65 Ibid., hlm. 88. 
66 Ibid. 



 
 
 

38 
 

  

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150). 

6. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua 

atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 No. 197, TLN No. 6409). 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 No. 67, TLN No. 4401S). 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 

36, TLN No. 3258). 

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 

2015. 

10. Instruksi Presiden No.7 / 2015 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

11. Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah 

diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014; 
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12. Laporan Perkembangan Penyidikan Kejaksaan Negeri 

PrabumulihNomor: R-11/L.6.17/Fd.1/12/2020 Tanggal 16 

Desember 2020 Tentang Hasil Penyidikan perkara dugaan tindak 

pidana korupsi dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal 

Kerja Konstruksi oleh Salah Satu Bank BUMN di Kota 

Prabumulih. 

b. Data hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk 

karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.67 

c. Data hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum 

dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan 

mutakhir.68 

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan.69 Terhadap data sekunder yang terdiri dari 

                                                             
67 Ibid.  
68 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm. 144. 
69 Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
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bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan 

klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi 

kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari 

suatu permasalahan penelitian.70 

b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.71 

Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer 

yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data 

utama melalui metode wawancara pribadi (personalinterviewing), 

yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari informasi72 dengan teknik wawancara 

mendalam (in–depth interview) yang merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.73 Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan 

narasumber, yaitu : 

1) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih. 

2) Kepala Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih. 

                                                             
70Bambang Sunggono. Op. Cit., hlm. 112. 

71 Moh. Nazir. Op. Cit., hlm. 34.   
72Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 138. 
73Ibid.  
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga 

mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.74 Analisis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis implementasi penjatuhan putusan pidana terhadap 

anak yang telah melampaui batas umur, untuk kemudian disistematisasi (termasuk 

interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi 

maupun relevansi substansinya.75 

6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan 

pengolahan data primer dengan cara editing, reconstructing, dan systematizing. 

Editing yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah. Reconstructing yaitu menyusun ulang data 

secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah.76 

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan 

sistematisasi77 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya 

dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut 

                                                             
74Ibid, hlm. 127. 
75Ibid, hlm. 130. 
76 Bambang Sugono, Op. Cit., hlm. 126. 
77Ibid., hlm.128. 
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dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 

dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tersebut. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika 

berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi 

yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk 

diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh 

karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau 

asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi 

barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran 

yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.78 Oleh karena itu, setelah 

penarikan preskripsi, maka berkaitan dengan penelitian ini, digunakanlah teknik 

analisis bahan penelitian dengan logika deduktif.  

Philiphus M. Hadjon, menyatakan bahwa metode deduksi sebagaimana 

silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal 

dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis 

minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan 

atau conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara 

deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya 

menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

                                                             
78Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 139. 
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